Pengantar

Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, dan PP No. 58 Tahun 2005, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari LKPJ Kepala Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode, setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca (laporan yang menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan Realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Laporan realisasi anggaran juga menjelaskan prestasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas, dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, selain laporan keuangan, Pemerintah Daerah juga wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Isi laporan kinerja tersebut berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan dan laporan kinerja isi harus disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah. 

Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan ruang untuk memastikan terlaksananya anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Tahap pertanggungjawaban anggaran merupakan tahap akhir dalam seluruh proses penganggaran. Dalam tahap ini, pertanggungjawaban selain berguna sebagai laporan akuntabilitas, juga merupakan data dasar bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya. Oleh karenanya, tahap ini merupakan tahap strategis bagi warga untuk melakukan analisis dan advokasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Pada tahap ini, metode analisis anggaran yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya  dapat dipergunakan kembali untuk menilai laporan pertanggung jawaban Anggaran.
	Tujuan Pembelajaran
	· Peserta memahami tentang mekanisme pertanggung jawaban APBD.

· Peserta memahami dan mengerti tentang mekanisme dan isi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

· Peserta memahami tentang mekanisme pertanggung jawaban APBD.

· Peserta memahami dan mengerti tentang mekanisme dan isi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

· Peserta memahami prosedur pelaporan penyimpangan anggaran dan mampu melaporkan hasil-hasil analisis penyimpangan anggaran yang mengandung tindak pidana korupsi. Peserta memahami tentang mekanisme pertanggung jawaban APBD.

· Peserta memahami dan mengerti tentang mekanisme dan isi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

· Peserta memahami prosedur pelaporan penyimpangan anggaran dan mampu melaporkan hasil-hasil analisis penyimpangan anggaran yang mengandung tindak pidana korupsi.

	Sub Pokok Bahasan
	· Mekanisme Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban 

· Identifikasi Penyimpangan Anggaran

· Teknik Menganalisis Penyimpangan Anggaran

· Cara Pelaporan Penyimpangan Anggaran

	Metode
	· Ceramah

· Curah Pendapat

· Diskusi Kelompok / Simulasi

· Presentasi Kelompok/ Diskusi Pleno



	 Waktu
	120 Menit

	Media
	· LBB 1. Struktur APBD LBB 1. Alur Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran

· LBB 2. Lembar Diskusi Kelompok

· LBB 3. Identifikasi Penyimpangan Anggaran

· LBB 4. Pelaporan Kasus Penyimpangan Anggaran

· LBB 5. Celah Keterlibatan Warga dalam Tahap Pertanggungjawaban Anggaran

	Bahan Bacaan
	· Teknik Menganalisis LKPJ Daerah

· Contoh Menilai LKPJ Daerah

	Alat dan Bahan
	· Kertas plano

· Metaplan

· Selatip

· spidol

· Dokumen yg diperlukan

	Proses/Langkah-Langkah I :

	Ceramah dan Curah Pendapat (30’)

· Fasilitator mereview sesi sebelumnya dan mengkaitkan materi ini dengan memaparkan tujuan dari sesi ini

· Fasilitator memberikan pemaparan kepada peserta untuk mencermati alur mekanisme pertanggung jawaban APBD LBB 1. 

· Tampilkan mekanisme penyusunan laporan keuangan.

· Tampilkan mekanisme penyusunan LPPD dan LKPJ.

· Mintalah peserta untuk memberikan tanggapannya dan mengkaitkan dengan pengalaman pelaksanaan proses pertanggungjawaban APBD diwilayah/daerahnya.

Diskusi Kelompok (30’)

1. Bagi peserta menjadi 4 (empat) kelompok, dan bagikan pada setiap kelompok LBB 1.  dan LBB 2.  Panduan Diskusi Kelompok. Berikan batasan waktu diskusi kelompok.

2. Kunjungi setiap kelompok dan berikan penjelasan apabila kelompok mengalami kesulitan. 

Diskusi Pleno dan Ceramah(60’)

3. Minta masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya kedalam kertas plano. Pada diskusi panel, wakil kelompok diminta membacakan hasil diskusinya. Lalu beri waktu untuk kelompok lainnya untuk menanggapi.

4. Fasilitator membuat kesimpulan diskusi dengan menjelaskan : 

· Tampilkan LBB3 Celah Penyimpangan Anggaran.

· Tampilkan LBB 4. Pelaporan Kasus Penyimpangan Anggaran

· Tampilkan LBB 5. Celah Keterlibatan Warga dalam Pertanggungjawaban Anggaran

	Catatan Fasilitator

1. Fasilitator harus memahami dengan baik tentang proses pertanggung jawaban penganggaran. Sesi ini kemungkinan akan muncul pembicaraan tentang proses-proses hukum sehingga fasilitator mampu membawa arus pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

2. Biasanya sessi ini akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses diskusi kelompok sehingga fasilitator harus dapat mengoptimalkan waktu pada saat pemberian materi/pemaparan.





LBB 1. Alur Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran




Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD



LPPD







LKPJ

Disampaikan Kepada Pemerintah


Disampaikan Kepada DPRD

Berikut ini adalah matrix persandingan antara LPPD dan LKPJ

	Segi
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

	Pengertian
	Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggatan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.


	Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.



	Ruang Lingkup
	a. urusan desentralisasi;

b. tugas pembantuan; dan

c. tugas umum pemerintahan.


	a. urusan desentralisasi;

b. tugas pembantuan; dan

c. tugas umum pemerintahan.



	Penyusunan dan tata cara
	1. Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

3. LPPD kabupaten/ kota disampaikan olehbupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dan Peraturan Pememerintah ini dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5. LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepadaPemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.


	1. LKPJ Akhir Tahun Angaran disampaikan kepadaDPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pernberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disarnpaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.



	Evaluasi
	Propinsi

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi.

2. Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri rnenerima LPPD provinsi.

3. Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Kabupaten-Kota

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD KabupatenKota.

2. Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Gubernur rnenerima LPPD KabupatenKota.

3. Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten-Kota.
	Hanya diberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan oleh DPRD.

	Penyampaian
	1. Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. LPPD provinsi disampaikan ole11 gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

3. LPPD kabupaten/ kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.

4. Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5. LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.


	1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.

2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD,

3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan DPRD.

4. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

5. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

6. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.


DIAGRAM MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota.


Laporan Keuangan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggung-jawaban pengelolaan perbendaharaan daerah 


Laporan Keuangan disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 


Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah diajukan kepada DPRD.


Rancangan peraturan daerah disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

LBB 2. Lembar Panduan Diskusi Kelompok

· Informasi apa yang perlu diketahui warga dari LKPJ

· Pada tahap mana masyarakat dapat dilibatkan dalam pertanggung jawaban anggaran? 

· Penyimpangan atau permasalahan apa yang mungkin muncul pada tahap pertanggungjawaban anggaran.

· Rumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh, ketika menemukan penyimpangan pada pertanggungjawaban anggaran?

LBB 3.   Identifikasi Penyimpangan Anggaran
Modus-Modus Penyimpangan Anggaran

Bentuk-bentuk penyimpangan anggaran (korupsi) berdasarkan modusnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Modus menyembunyikan pos anggaran. Biasanya dilakukan dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud "menyembunyikan" nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada seperti misalnya pos anggaran untuk studi banding ke luar negeri dimasukkan dalam pos anggaran pelatihan. 

2) Modus Anggaran Fiktif. Biasanya dilakukan dengan menciptakan mata anggaran baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kasus tunjangan bagi anggota DPRD yang berada di luar ketentuan PP No.24/2004.

3) Modus Anggaran Ganda (double budget). Menyusun program/anggaran yang sama, namun ditempatkan di pos anggaran yang berbeda. 

4) Modus Anggaran Tanpa Rincian. Biasanya dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lebih lanjut. Misalnya, anggaran mobil dinas dialokasi sebesar Rp 5 milyar, tapi tidak ada rincian lebih lanjut mengenai berapa unit yang harus dibeli dan apa tipe mobilnya.

5) Modus mark up dan mark down anggaran. Untuk kasus mark up dilakukan di pos belanja dengan cara menaikkan harga barang/jasa melebihi harga normal/pasaran, misalnya dalam pembelian barang. Untuk kasus mark down dilakukan di pos pendapatan dengan cara menurunkan harga barang/jasa melebihi harga normal/pasaran, misalnya penjualan asset, laba BUMD, dll.

6) Modus Pengalihan Anggaran. Contohnya, pemberian tunjangan kesehatan anggota DPRD yang seharusnya diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan namun dialihkan dalam bentuk uang. 

7) Modus Penghilangan Pos Anggaran. Penghilangan pos anggaran biasanya dilakukan pada saat laporan pelaksanaan anggaran dengan tidak mencantumkan pos anggaran yang sebenarnya telah dilaksanakan.

Pos-Pos Rawan Bocor dalam APBD

Jika belajar dari berbagai kasus yang pernah terjadi, beberapa pos APBD yang rawan bocor sehingga perlu untuk terus diawasi secara ketat antara lain sebagai berikut:

· Pos anggaran DPRD dan Kepala Daerah: tunjangan, perjalanan dinas, honor, dan lain-lain.

· Pos penerimaan: pajak hotel, restoran, reklame, kendaraan bermotor dan restribusi.

· Pos anggaran biaya tak terduga/lain-lain dan dana taktis. 

· Proyek-proyek fisik: jalan, gedung sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Penyimpangan Anggaran yang masuk Kategori Merugikan Keuangan Negara

1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;

2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;

3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan  uang palsu, barang fiktif);

4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);

5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;

6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;

7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima  menurut aturan yang berlaku;

8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Teknik Menganalisis  dan Investigasi Penyimpangan Korupsi Anggaran

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Penyimpangan/Korupsi Anggaran, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

· mempersiapkan dokumen yang diperlukan;

· mengidentifikasi nomenklatur anggaran yang tidak rasional, inefisien dan janggal;

· Membandingkan plafon anggaran versus Realisasi anggaran versus Laporan Pertanggungjawaban;

· Mengidentifikasi pihak-pihak yang diuntungkan;

· Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan membuat catatan kritis berdasarkan temuan.

Dokumen yang diperlukan dalam menganalisis dan mengidentifikasi penyimpangan anggaran antara lain: APBD, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), LPJ, Nota Keuangan, Tanggapan Fraksi, Dokumen Anwizzing/tender (prakualifikasi, kualifikasi) dan Kontrak-kontrak Proyek. 

Untuk dokumen perundangan – undangan yang terkait dengan anggaran antara lain UU 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Keppres PBJ 80/2003 Pengadaan Barang dan Jasa, PP 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, UU 32  Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, UU 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, PP 24 Tahun 2004 (anggaran DPRD), PP 109 Tahun 2000 (anggaran Kepala Daerah), PP 63 Tahun 2000 (Gaji PNS), Permendagri 13/2006 dan Keppres-Keppres/Perda-Perda Anggaran.

Sedangkan dokumen perundang – undangan yang terkait dengan korupsi antara lain adalah TAP MPR No XI/1998 Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih KKN, KUHP, UU No 3/1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 28 1999/Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU No 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dirubah Dengan UU  No 20 2001 dan UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan korupsi.

Dari sisi analisis nomenklatur dilakukan terhadap nomenklatur anggaran yang mencurigakan. Contoh dari nomenklatur yang mencurigakan antara lain adalah Pos Anggaran Pendapatan dimana dianalisis dari sisi Potensi Pendapatan vs realisasi pendapatan, paling tidak adanya analisis Trend Pendapatan minimal 3 tahun anggaran. Pada analisis terhadap Pos Belanja meliputi Alokasi Belanja DPRD, Kepala Daerah vs PP terkait, Alokasi Belanja Barang vs Harga pasaran, Peruntukan Pos Belanja tak terduga, Mata anggaran tidak sesuai unit kerja, contohnya adanya anggaran DPRD pada Dinas Pendidikan.

Untuk menginvestigasi penyimpangan anggaran yang pertama harus dilakukan adalah dengan cara check and recheck seperti Tujuan Perjalanan Dinas, realisasi gaji dan tunjangan, dengan cara membandingkan dengan dokumen anggaran. Kedua, perlu untuk memantau proses pengadaan barang jasa, kesesuaian tahapan dengan peraturan serta memberikan spesifikasi barang vs dokumen tender, keterkaitan pemenang tender dengan panitia lelang.
LBB4.  PELAPORAN KASUS PENYIMPANGAN ANGGARAN

Kasus-kasus penyimpangan anggaran yang dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum adalah kasus-kasus penyimpangan yang mengarah kepada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Ada  4 unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

· Merugikan Keuangan Negara

· Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan, berdasarkan jabatannya

· Menguntukan diri sendiri korporasi atau pihak tertentu

· Melanggar peraturan perundangan yang berlaku

Setiap orang, organisasi masyarakat & LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) atau KPK.

Sebelum melaporkan kasus-kasus penyimpangan anggaran, terlebih dahulu dilakukan proses-proses sebagai berikut :

1. Melakukan investigasi awal yang bertujuan untuk menemukan indikasi adanya penyimpanan anggaran dan unsur-unsur terjadinya dugaan korupsi.

2. Membuat kesimpulan awal dari hasil investigasi yang telah dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :

• 
Membuat kasus posisi dan modus operandi yang menjelaskan 5W 1H (apa, siapa,dimana, bagaimana, bilamana, bagaimana) kasus tersebut terjadi.

• 
Membuat skema kasus yang mencakup pihak-pihak yang diduga terlibat untuk mempermudah pemahaman mengenai peran pihak yang terlibat.

•
Perencanaan pembuktian untuk membuktikan adanya dugaan korupsi

• 
Dokumentasi alat bukti yang dimiliki.

• 
Mencari keterangan ahli (wawancara dan studi pustaka)

· Melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan untuk mencari letak pelanggaran dari penyimpangan anggaran yang dilakukan.

3. Melakukan analisis kasus tujuannya untuk menemukan secara rinci adanya unsur-unsur korupsi, siapa pihak-pihak yang terlibat dan ada/tidaknya kerugian Negara.

Jika proses-proses tersebut telah dilakukan, maka proses berikutnya adalah membuat penulisan laporan dugaan korupsi. Penulisan laporan dugaan korupsi sebaiknya mencakup:

· Latar Belakang 

· Kasus posisi 

· Kronologi berikut dokumen pendukung

· Modus operandi 

· Pihak yang terlibat

· Penyimpangan/Penyelewengan/Indikasi Korupsi

· Kerugian negara

· Tuntutan

· Tempat, tanggal dan tanda tangan

· Lampirkan Bukti-bukti pendukung: Kwitansi, kontrak, laporan, kliping media, dokumen terkait lain

Contoh Format :
	Analisis Permasalahan
	Jumlah Kerugian
	Peraturan yang Dilanggar
	Kesimpulan

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Apabila dalam pelaporan ada beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka hendaknya penulisan laporan dipisah berdasarkan kasus per kasus, jangan disatukan. Tujuannya untuk memudahkan pihak penegak hukum untuk memproses laporan tersebut

Pelaporan dapat ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun kepada Kepolisian. Pelaporan ke KPK disarankan apabila :

· Nilai kerugian Negara akibat dugaantindak pidana korupsi diperkirakan lebih dari RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

· Pelakunya adalah Kepala Daerah. Hal ini dilakukan mengingat sering terjadi hambatan akibat harus adanya surat izin pemeriksaan dari Presiden jika diperiksa melalui Kepolisian dan Kejaksaan.

· Pelakunya adalah Pejabat Daerah lainnya baik eksekutif maupun legislatif.

Sedangkan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya dibawah RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Apabila pelaku adalah pejabat daerah tingkat Provinsi maka dilaporkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) sedangkan untuk pejabat daerah tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepolisian Resort (Polres), namun tidak menutup kemungkinan pejabat daerah tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) sebagai salah satu strategi advokasi.

Tatacara pelaporan di KPK adalah dengan melaporkan dugaan korupsi tersebut langsung kepada bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Pada dasarnya pengaduan disampaikan secara tertulis. Walaupun peraturan yang ada menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk lebih meningkatkan efektifitas tindak lanjut atas suatu perkara, maka pengaduan yang diterima masyarakat hanya berupa pengaduan tertulis. 

Berdasarkan PP No.71/2000 : Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus dilakukan secara bertanggung-jawab ( PP No. 71/2000 Pasal 2 ayat 2) , dan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan :

1. Nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya,

2. Keterangan mengenai dugaan pelaku TPK dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.  ( PP No.71Tahun 2000 Pasal 3 ayat 1)
Untuk memudahkan tindak lanjut, dan jika diperlukan adanya penjelasan lebih dalam, maka wajib disertakan identitas diri pelapor. Identitas yang perlu disampaikan dalam pelaporan, mencakup: Nama, Pekerjaan, Alamat rumah dan Tempat bekerja, Telepon yang dapat dihubungi, serta identitas lain yang dianggap perlu. 

Pengungkapan Materi Pengaduan ; Laporan setidaknya mengungkap jenis penyimpangan, fakta/proses kejadian, penyebab dan dampak (kerugian negara yang ditimbulkan).

Selain pengaduan langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK, pengaduan masyarakat juga bisa melalui :

1. Surat : Po.Box 575, Jakarta 10120 

2. Email : pengaduan@kpk.go.id

3. telepon : 021-23508389

5. SMS : 0811 959 575 (baca 0811 959 KPK)

atau 0855 8 575 575 (baca 0855 8 KPK KPK)

Pengaduan melalui telpon, Fax, e-mail, dan SMS akan ditindak-lanjuti apabila telah disusulkan dengan data lengkap, sesuai dengan PP No.71/2000 pasal 2 dan 3. 

Setelah melakukan pelaporan di Pengaduan masyarakat KPK, maka kita akan mendapat tanda bukti aduan. Tanda bukti aduan ini digunakan untuk memonitor perkembangan kasus yang ditangani oleh KPK. 

Untuk pelaporan di Kepolisian dapat dilakukan dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Bagian Reserse Kriminal (Reskrim) di tiap Polres/Polda. Pelaporan juga dilakukan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Perlu diingat, dalam pelaporan baik kepada Kepolisian maupun KPK untuk selalu mendokumentasikan pelaporan yang kita lakukan.
Pelaporan suatu kasus dugaan korupsi kepada pihak yang berwenang (Kepolisian dan KPK) harus disertai dengan advokasi terhadap kasus yang kita laporkan. Advokasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk :

• Press release.

• Konferensi pers.

• Lobby/tulis surat ke lembaga terkait : Parlemen, Polisi, Kejaksaan, Presiden, Menteri Kepala Daerah, dll

• Diskusi terbuka dengan akademisi dan pers.

• Melibatkan jaringan.
LBB 5. Celah Keterlibatan Warga dalam Tahapan Pertanggungjawaban Anggaran

LPPD

1. Berdasarkan PP No.3 Tahun 2007 Kepala daerah wajib menyampaikan informasi LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah. Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.

2. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana mekanismenya akan diatur dengan Peraturan Menteri (namun belum dikeluarkan).

LKPJ

1. Pada saat evaluasi tahunan, warga bisa memberi masukan ke DPRD, dengan mengkritisi dokumen LKPJ Bupati  dengan melihat pelaksanaan di lapangan.

2. Warga bisa memberikan penilaian (melakukan komparasi) antara rencana dan target yang telah disepakati di dokumen KUA dengan dokumen LKPJ  

BAHAN BACAAN 

Teknik Menganalisis  LKPJ Kepala Daerah

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Pertanggungjawaban APBD, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

· Mempersiapkan dokumen yang diperlukan;

· Melakukan crosscheck apakah LPPD dan LKPJ Kepala Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.

· Membandingkan antara rencana dan target yang telah disepakati di dokumen KUA dengan dokumen LPPD dan LKPJ  Kepala Daerah.

Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah terdapat pemborosan maupun penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah untuk diperiksa oleh BPK.



Lap. Keuangan 


Pemeriksaan

Disampaikan


Pemda


BPK



Kepada DPRD

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 


Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

setelah tahun anggaran berakhir


setelah menerima laporan

keuangan dari pemerintah daerah.

Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan apa saja yang telah diketemukan dalam hasil pemeriksaan BPK tersebut. Apabila yang terjadi adalah Pemborosan dan ketidaktaatan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, maka BPK akan memberikan rekomendasi dan teguran terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut.

Pejabat tersebut wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung apabila masyarakat telah memiliki bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan APBD. Meskipun BPK sudah melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi korupsi dalam pemeriksaannya, namun masyarakat juga boleh melaporkan ke pihak Kepolisian maupun KPK apabila menemukan indikasi korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK

Kita bisa membuat tabel sederhana mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK yang terdapat dalam LKPJ Kepala Daerah seperti contoh berikut ini :

LHP BPK Semester 2 tahun 2005 Pendapatan daerah Prop. Jawa Timur
	No.
	Instansi
	Kasus
	Penyimpangan
	Akibat Penyimpang

	
	
	
	
	Pemborosan
	Kerugian

	1
	Dinas Pendapatan Daerah
	Pajak Kendaraan Bermotor sebesar belum tertagih
	Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ttg Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah
	 
	   57.992.292.749

	2
	Dinas Pendapatan Daerah
	Penyetoran PBBKB dari PT Pertamina UPMS V tidak sesuai dengan ketentuan
	Tidak sesuai dengan Perda Propinsi Jatim Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
	 
	    8.500.000.000 

	3
	Dinas Pendapatan Daerah
	P3ABT Dan P3AP sebesar Rp1.640.650.447 belum tertagih
	Tidak sesuai dengan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	 
	    1.640.650.447

	4
	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberian Bantuan Biaya Operasional kepada Ditjen PPTKLN Depnaker Dan transmigrasi Merugikan daerah sebesar Rp.3.883.220.001
	Tidak sesuai dengan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	 
	    3.883.220.001

	5
	Dinas Tenaga Kerja
	Pungutan Dana Kompensasi Bagi Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan dana pembinaan pelatihan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (DP3TKI) kurang disetor sebesar Rp.5.309.727.030
	Tidak sesuai dengan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	 
	    5.309.727.030

	 
	 
	J u m l a h
	 
	 
	   77.325.890.227


Karena tidak ditemukan keterangan/penjelasan  dalam dokumen LKPJ 2006 tentang tidak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2005 dimana jika ditotal terdapat potensi kerugian negara dari pendapatan sebesar Rp.77.325.890.227,- maka hal ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi tentang jawaban atau penjelasan pejabat daerah yang bertanggung jawab atas rekomendasi BPK dalam pemeriksaannya.

Penyimpangan Dalam Pertanggungjawaban Anggaran

Peluang terjadinya penyimpangan anggaran dalam proses pertanggungjawaban anggaran yang harus diwaspadai adalah :

1. Laporan pertanggungjawaban yang tidak disosialisasikan( berdasarkan PP No.3 Tahun 2007 Pemerintah Daerah wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat.

2. Laporan pertangunggjawaban yang fiktif( proyek/kegiatan tidak dilakukan tetapi dilaporkan, proyek kegiatan tidak disesuaikan dengan plafon anggaran;

Adanya indikasi “main mata” dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan DPRD, dalam bentuk persetujuan pada laporan yang terindikasi pada dua point di atas.

BAHAN BACAAN.

CONTOH MENILAI LKPJ KEPALA DAERAH

Rekan-rekan dari Forum Jatinangor Sumedang telah melakukan penilaian yang sederhana terhadap LKPJ Bupati Sumedang tahun 2005 dengan membuat tabel perbandingan antara rencana dan target yang telah disepakati di dokumen KUA dengan dokumen LKPJ  Kepala Daerah sebagai berikut :

PROGRES BUPATI SUMEDANG TAHUN 2004

Berdasarkan data-data yang disampaikan dalam dokumen LKPJ 2005
	NO
	KRITERIA/INDIKATOR PENILAIAN BERDASARKAN RENSTRA DAN AKU
	No.
	

	
	
	indikator
	HASIL YANG DICAPAI PADA TAHUN 2004

	I
	Pelaksanaan Visi dan Misi Daerah
	 
	

	1
	Penegakan Tata Pemerintahan
	 
	

	1,1
	Penegakan Tujuan Misi Pertama
	 
	

	1.1.1
	Manajemen Pemerintah
	 
	

	1.1.2
	Stabilitas Politik
	 
	

	1.1.3
	Penegakan Hukum
	 
	

	1,2
	Penegakan Sasaran
	 
	

	1.2.1
	Penindakan Thd Penyelewengan Tupoksi (100%)
	1
	Berdasarkan data sudah baik dapat menurunkan kerugian negara, dari Rp. 20 jt menjadi  Rp. 18,6 Juta (Hal III/68). Komentar kami ;  hanya 20 jutaan kah penyelewengan yang terjadi di Sumedang ?)



	1.2.2
	Peningkatan Kesadaran budaya politik capaian 95% pada setiap aktivitas politik (Apa alat verifikasinya???)
	2
	Sulit untuk diukur!! Apakah keterlibatan masyarakat dalam Pemilu? Tingkat partisipasi warga dalam pemilu dengan memberikan hak pilihnya sekitar 87%. Seperti budaya politik yang baik tersebut, sangat baik jika yang disebut tersebut adalah konflik terbuka.(Hal III/53-54)



	1.2.3
	Peningkatan Peran Informasi Penyelengaraan Pemerintahan kepada masyarakat capaiannya minimla 30%
	3
	Masih belum jelas alat verifikasinya, misalnya tender banyak tertutup diumumkan di koran yang tidak dibaca (Hal III/54 -55), yang ada adalah informasi rutin dan upaya peningkatan daya pancar Sturada. 



	1.2.4
	Peningkatan hubungan Internal Kepemerintahan;koordinasi. Integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, tingkat capaian 100% dalam melakukan tupoksi  
	4
	Antar dinas maupun antar bagian belum koordinasi dengan baik, contoh kegiatan yang dikerjakan oleh satu bagian atau satu dinas sering detailnya atau hasilnya tidak diketahui yang lainnya, padahal bisa bersinergi dengan yang lain sehingga ongkos lebih murah. Atau tanyakan saja kepada aparatur apakah fungsi koordinasi dan integrasi kewenangan sudah berjalan baik??

	1.2.5
	Kesadaran Tertib Hukum Daerah, aspirasi masyarakat yang dijadikan produk hukum daerah 75%
	5
	Belum banyak implementasi yang terasa oleh masyarakat, penegakkan hukum daerah masih sangat lemah, misalnya tentang Perda Miras, Perda Galian C, IMB dll (Hal III/56 – 58). 



	1.2.6
	Tertib Penataan Ruang kecamatan capaian 100%
	6
	Belum terlihat, malah tata ruang Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung sangat kritis dengan adanya pembangunan perumahan di lereng yang kemiringannya lebih 15 %. Korservasi lingkungan terganggu(Lihat perumahan-perumahan di lereng Gunung Geulis), Jatinangor semakin macet dan Pemda Mengijinkan 2 – 3 Pusat Perdagangan sekaligus dalam jarak kurang dari 3 Km di Jatinangor yaitu Pajajaran Plaza, Jatinangor Town Square, serta Griya. (Apakah tidak belajar dari Kota Bandung, dimana sesama Pusat Perdagangan saling mematikan) Belum keberadaan Pusat Perdagangan akan membuat gulung tikar pedagang kecil di Jatinangor.

	 
	 
	 
	

	2
	Peningkatan Sumber Daya Manusia
	 
	

	2,1
	Penegakan Tujuan Misi Kedua
	 
	

	2.1.1
	Terwujudnya Masyarakat Berdaya Saing Optimal
	 
	

	2.1.2
	Terwujudnya Masyarakat Bergotong-royong
	 
	

	2.1.3
	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan
	 
	

	2.1.4
	Terwujudnya Pelayanan Pubblik Berkualitas Bidang Pendidikan
	 
	

	2.1.5
	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas Bidang Kesehatan
	 
	

	2,2
	Penegakan Sasaran
	 
	

	2.2.1
	Indeks Pembangunan Manusia IPM 69 (IPM 73  Thn 2008)
	7
	Mana hasil hitungan IPM yang diproyekan di Bapeda, apakah menjelaskan IPM hanya seperti itu. IPM baru 69,67 % (Hal. III/125)

	2.2.2
	Fasilitasi Thd Panti-Panti Sosial 100 %
	8
	Tidak ada penjelasan yang memadai, Fasilitasi 100 % tahun 2004 tidak disebutkan berapa ?

	2.2.3
	Penanganan Bencana( 90 %)
	9
	Penanganan Bencana sangat lamban terutama Bencana Banjir di Jatinangor tetapi yang lain cukup baik. Tidak disebutkan apakah mencapai 90 %. Sulit diukur !!!



	2.2.4
	Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan Dasar dan Menegah
	 
	

	 
	a. Sekolah Dasar (Tingkat Capaian 20 %)
	10
	Tidak disebutkan capaiannya, tetapi ruang kelas rusak 4.083 ruang tinggal 3.981 Ruang(Hal III/100). Berarti 2,56 % yang dapat ditangani, padahal target 20 %



	 
	b. Sekolah Menengah Pertama (Tingkat Capaian 10 %)
	11
	Capaian 7,6 %(Hal/103)

	 
	c. Sekolah Menengah Atas (Tingkat Capaian 10 %)
	12
	Capaian 5,38 % (Hal III/105)

	2.2.5
	Angka Partisipasi Wajib Belajar
	 
	

	 
	a. APM SLTP minimal 75 %
	13
	Capaian 58,48 %(Hal III/104)

	 
	b. APK SLTP Minimal 90 %
	14
	Capaian 73,94 % (Hall III/104)

	2.2.6
	Penurunan Biaya Pendidikan sampai 20 %
	15
	Tidak dilaporkan berapa dapat diturunkan, meskipun penjelasan program tersebut ada terutama ke Keluarga Miskin.

	2.2.7
	Rehabilitasi Infrastruktur Kesehatanan(Tingkat Capaian 100 %)
	16
	Tidak dijelaskan, tapi kita merasakan cukup baik

	2.2.8
	Kesehatan Masyarakat(Angka Sakit 14 %)
	17
	Tidak dijelaskan tetapi ada indikasi gizi buruk tidak turun tapi naik(Hal III/114)

	2.2.9
	Fasilitasi Pemerintah Dlm Pemberdayaan Masyarakat (Tingkat Capaian 100 %)
	18
	Tidak bisa dipahami, uraiannya sulit untuk ditangkap dimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

	2.2.10
	Kepedulian Pemda dalam Sasaran dan Prasarana Keagamaan (Konflik 0 %)
	19
	Tidak dipahami, tapi konflik tidak ada, jadi cukup bagus 0 %

	 
	 
	 
	

	3
	Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya
	 
	

	3,1
	Penegakan Tujuan Misi Ketiga
	 
	

	3.1.1
	Pencapaian Stabilitas Ekonomi, berkembangnya basis ekonomi & lapangan kerja
	 
	

	3,2
	Penegakan Sasaran
	 
	

	3.2.1
	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 % Per-tahun
	20
	Tidak dijelaskan atau tidak mudah dipahami, apalagi dikaitkan dengan perhitungan LPE yang dilaporkan pada LPJ tahun 2004, penjelasan seakan mengelabui, berkelit, diperkirakan LPE 2,54 % dan tahun lalu 2,77 % jadi menurun dan jauh dari 4 % (Hal III/152). Perlu dicatat ada proyek perhitungan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, Evaluasi Monitoring yang dilakukan Bapeda.



	3.2.2
	Kenaikan Kunjungan Wisata 15 % Per Tahun
	21
	Tidak tercapai (Hal III/192), hanya 12,07% peningkatannya dari tahun yang lalu. Kunjungan wisman ke BGG meningkat, apakah ada peran pemerintah daerah?

	3.2.3
	Lahan Kritis turun 80 % Pada Tahun 2008
	22
	Tidak menjelaskan dengan gamblang, berbelit dan berkelit (Hal III/196)

	3.2.4
	Tercapai Mutu Baku Limbah Cair Industri 50 % Tahun 2008
	23
	Tidak dijelaskan hanya 10 Industr menjadi 8 Industri berarti kurang 50 %

	3.2.5
	Tercapai Luas Kawasan Lindung sampai 50 % Tahun 2008
	24
	Tercapai (Hal III/97)



	3.2.6
	Tercapainya Reklamasi Galian C, 50 % Tahun 2008
	25
	Tercapai (Hal III/91)



	3.2.7
	Berkurangnya Penduduk Miskin 1,25 % Per-Tahun
	26
	Malah naik dari 3.425 KK menjadi 3.748 KK(Hal III/199)

	3.2.8
	Pengurangan Pengangguran 2,8 % Per-Tahun dan Konflik Buruh 0 %
	27
	Tidak jelas, tetapi dilaporkan tercapai (Hal III/201)



	3.2.9
	Fasilitasi Kebutuhan Barang Pokok, (Minimal Terpenuhi 90 %)
	28
	Tidak dipahami, tetapi disebutkan tercapai(Hal III/206)
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